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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN, PEMILU, DAN 

PENGAWASAN PEMILU 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 

1. Pengertian Kewenangan 

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian 

hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini 

sehingga F.A.M Stroink dan J.G Stenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid 

is dan ook en kembegrip in the staats-en administratief recht”43. Dari pernyataan 

ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari 

hukum tata negara dan hukum admisnistrasi. 

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam 

Bahasa inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa belanda. Authority dalam 

Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to 

act; the right and power of public officers to require obedience to theirs orders 

lawfully issued in scope of their public dities.44 (kewenangan atau wewenang 

adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau 

 
43 Nur Basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65. 
44 Ibid 
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kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup 

melaksanakan kewajiban publik). 

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 

tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.45 

a. komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku subjek hukum. 

b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar 

hukummya. 

c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu 

standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis 

wewenang tertentu). 

Sejalan dengan pilar utama  negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits 

beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa 

wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam 

kepustakaan hukum administrasi terdapat du acara untuk memperoleh wewenang 

yaitu ; atribusi dan delegasi ; kadang-kadang juga, mandat di tempatkan sebagai 

cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.46 

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus 

bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, 

seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu 

 
45 Nurbasuki Winarno, Op.cit.,hlm 66. 
46 Ibid., hlm 70 
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perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap 

pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber 

darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh. 

2. Macam-macam kewenangan 

Kewenangan dibagi menjadi 3 macam yaitu atribut, delegatif, dan mandat, yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut47: 

a. Kewenangan atribut 

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian 

pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan 

kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau 

badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif 

mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan 

sebagaimana tertera dalam  peraturan dasarnya. 

b. Kewenangan delegatif 

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan 

kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

kewenangan delegatif  tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang 

diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris. 

 

 

 
47 Ibid., hlm 70-75 
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c. Kewenangan mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau 

prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat 

atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan 

rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. 

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu 

badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini 

asli, yang tidak diambil dan kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya 

dan memberikannya kepada yang berkompeten.48 

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi 

yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah 

memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas Namanya. 

Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat 

(mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk 

membuat sesuatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namnaya.49 

 
48 Nurmayani , Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandarlampung, 

2009 , hlm. 26. 
49 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie 

Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65. 
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Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan 

delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan 

delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan 

didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi 

bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. 

  Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan 

asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 

sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di 

setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem 

hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (de 

heerschappij van de wet). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (nullum 

delictum sine previa lege peonale) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-

undang. Didalam hukum administrasi  negara asas legalitas ini mempunyai makna 

dat het bestuur aan wet is onderworpnen, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada 

undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.50 

 Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan 

disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan 

atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-

 
50 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1998, hlm. 35-36. 
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undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan 

yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya 

membuat perbedaanantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai 

prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ 

pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak 

dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan 

berpegang dengan asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan, 

pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh 

pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan 

yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan 

dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung 

jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi 

mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.51 

 Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 

mengandungarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang 

 
51 Ridwan HR. Op.Cit. hlm.108-109. 
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pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh 

melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.52 Atribusi terjadinya 

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan 

perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan 

perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 atau Undang-undang kepada suatu lembaga negara atau 

pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan 

atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu 

wewenang baru.53 Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 

wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat 

pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk 

Undang-undang Dasar dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 

Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang.  

 Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan 

melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tingkat daerah yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah yang menghasilkan 

Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1),Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan 

 
52 Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2. 
53 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 104. 
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Pemerintah Pengganti undang-undang jika terjadi kepentingan yang memaksa. 

Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu 

undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara 

tertentu. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada 

oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang 

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara 

lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi 

wewenang.54 Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural 

eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang 

bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III 

ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan 

wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.55 

3. Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara 

  Berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris 

menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan. 

Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk 

 
54 Ibid. hlm. 104-105. 
55 Ibid. 
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melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh 

pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian 

tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu 

bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi 

pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat 

menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan 

tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan 

sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).56 

B. Pemilihan Umum 

1. Pemilihan Umum Jujur dan Adil 

 Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, 

asas pemilu sebatas pada langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Asas itu 

lebih diorientasikan pada cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara 

langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan 

secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Dengan demikian, asas-

asas tersebut hanya menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan pemilihan 

atau pemungutan suara. 

Pemilu Demokratis Secara pragmatis, akan terwujud ;  

 
56 Ibid. hlm. 109. 
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a. Jika kontestan mempunyai sikap “Siap Menang, Siap Kalah, dan Siap Menerima 

Hasil” 

b. Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemiihan Umum dan Pengawas Pemilihan 

Umum) bersikap netral dan profesional. 

c. Warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam Pemilu 

mempunyai kesadaran yang tinggi bagaimana melaksanakan haknya sebagai 

Pemegang Kedaulatan Negara Indonesia 

 Sedangkan terhadap penyelenggara pemilu terjadinya pengingkaran 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik oleh penyelenggara maupun 

peserta. Dalam praktiknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk 

memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan 

prinsip demokrasi. Pada akhirnya, hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan rakyat, 

tetapi hanya menjadi legitimasi bagi pihak yang berkuasa. Secara Hakekat 

Demokrasi dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik 

kedaulatan tertinggi dalam negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam 

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan, disamping harus 

langsung, umum, bebas, dan rahasia, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan 

secara jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan 

sesuai dengan aturan, untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak 

dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, setiap suara pemilih 

memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat. Sesuai dengan asas 

jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah 
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perlakuan yang sama pada peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan 

ataupun diskriminasi.57  

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta 

pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud 

dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud 

dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. 

dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan 

pemilu. 

2. Tujuan Pemilihan Umum 

  Berbagai persoalan dan ketidak konsistenan pemaknaan kedaulatan rakyat 

dalam penentuan sistem pemilu pada peraturan perundang-undangan tentang 

pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya mengharuskan adanya perbaikan terhadap sistem pemilu anggota 

legislatif yang akan digunakan di masa mendatang. Perbaikan tersebut dilakukan 

dengan menata kembali sistem pemilihan umum anggota legislatif yang selama ini 

telah digunakan. Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan 

sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan 

prinsip-prinsip prosedural kedaulatan rakyat. Selain itu, agar pemilihan umum 

menjadi lebih dekat dan bermanfaat bagi rakyat, maka secara teknis pelaksanaan, 

pembenahan sistem pemilihan umum mesti diarahkan menjadi sistem Pemilu yang 

 
57 Ibid, hlm 46 
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sederhana secara administratif dan murah secara pembiayaan. Dalam melakukan 

pembenahan sistem pemilihan umum dimaksud, pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemilu mesti tetap menjadi panduan utama. Dengan berpatokan 

pada pencapaian tujuan pemilu dan dengan menggunakan bingkai prinsip-prinsip 

kedaulatan rakyat, maka menjadi keharusan untuk memilih satu sistem pemilu 

tertentu yang memadai untuk itu. Untuk melengkapi pencapaian tujuan pemilu dan 

melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, maka berbagai kelemahan yang tidak 

dapat ditutupi melalui pembenahan sistem pemilu harus dicarikan jalan lain. 

Seperti dengan menyediakan mekanisme recall oleh rakyat. 

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan 

mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Pemilu, rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya 

untuk lima tahun ke depan. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu 

ada empat, yaitu: 

a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara 

tertib dan damai;  

b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;  

c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;  
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d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 

   Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. 

Prihatmoko, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah: 

   Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin 

pemerintahan dan altematif kebijakan umum (public policy). Orang yang akan 

menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa 

wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan 

akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. 

Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orangorang 

yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat. 

  Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik 

kepentingan (conflict of interests) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan 

rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi 

sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. 

  Manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan 

pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses musyawarah. Proses 

musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan 

umum. Ketiadaan pemilihan umum tentunya akan menyulitkan proses musyawarah 
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terhadap berbagai persoalan yang terjadi antar kelompok yang ada dalam 

masyarakat. 

  Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau 

menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut 

serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak 

teralienasi dalam proses pengambilan kebijakan (decision making) negara. 

Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat bergantung pada 

sistem Pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara. 

Banyak penelitian membuktikan bahwa sistem Pemilu memiliki pengaruh 

signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalam pemilu. Selain 

berpengaruh terhadap watak persaingan dalam Pemilu, sistem Pemilu juga akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku politik para elit dan partai politik. 

3. Pengawas Pemilihan Umum 

a. Pengawas Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR-RI) 

  Keberadaan lembaga pengawas pemilu harus diposisikan sebagai bagian 

dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu  

bertanggungjawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi 

pengawasan sebetulnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan 
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sesuai dengan aturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan pemilu 

mestinya melekat atau berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu. Hanya saja, 

karena banyak pihak yang belum percaya bahwa Komisi Pemilihan Umum 

mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka fungsi 

pengawasan itu diberikan kepada lembaga tersendiri. Jadi, pengawas pemilu 

adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus bertugas 

mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan. 

  Pada Pemilu 2019 fungsi pengawasan secara jelas diatur dalam UU No. 8 

Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-

Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yakni 

mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menangani pelanggaran administrasi 

dan merekomendasikan pelanggaran pidana kepada pihak Kepolisian. 

Dibandingkan kemudian Panwas Pemilu 2014 dicap sebagai lembaga ‘kurang 

bergigi’,namun hal itu semata-mata terkait dengan banyaknya kasus 

pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). Jadi, masalah sesungguhnya bukan pada pengawas pemilu sebagai 

‘pengumpul’ dan ‘pengirim’ kasus-kasus pelanggaran, tetapi pada 

penyelenggara dan pelaksana pemilu yang tidak maksimal menuntaskan kasus-

kasus pelanggaran yang telah direkomendasikan pengawas pemilu. 
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b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu 

  Seperti halnya dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). berusaha memerinci tugas dan wewenang pengawas pemilu (yang 

terdiri dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri), sehingga semua 

pihak yang terlibat dalam praktek penyelenggara pemilu tidak lagi melakukan 

multitafsir atas pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan.  

  Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan  Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) 

pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk 

menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:58 

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota 

yang meliputi: 

b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 

daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;pencalonan yang 

 
58 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 
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berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan 

bupati/walikota; 

c. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; 

d. penetapan calon bupati/walikota; 

e. pelaksanaan kampanye; 

f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 

h. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

i. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

j. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan; dan 

l. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; 

m. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu; 

n. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang 

tidak mengandung unsur tindak pidana; 
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o. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

p. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang;  

q. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh 

Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;  

r. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 

sedang berlangsung;  

s. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan  

t. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 Dalam Pelaksanaan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), 

Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: 
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a. memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 

menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 

b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.Panwaslu 

Kabupaten/Kota berkewajiban :59 

c. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;   

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;  

e. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu;  

f. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;  

g. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan 

dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan  

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 
59 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011   
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 Mekanisme kerja Panwaslu dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2012  

Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :60 

a. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD 

Perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai 

bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi. 

KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif di 

Kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi 

kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota. 

b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota KPU 

Kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan 

suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota 

dari PPK. KPU Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan 

 
60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 
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perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dalam 

rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu legislatif di 

Kabupaten/kota. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota 

wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, 

penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan 

suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota 

kepada KPU Kabupaten/kota. 

c. Penetapan hasil Pemilu Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta 

perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/kota. KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Perolehan 

suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk 

calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang 

dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Perolehan suara partai 

politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi 

dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan 

Panwaslu legislatif di Provinsi. Perolehan suara partai politik untuk calon 
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anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota dalam 

sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan 

Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota. (UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 

d. Penyelesaiaan Pelangaran Pemilu dan Perselisiahan hasil Pemilu Bawaslu, 

Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota, 

Panwaslu legislatif di kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan 

Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 

e. Laporan sebagaimana dimaksud diatas dapat disampaikan oleh: a. Warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. pemantau Pemilu; atau c. 

Peserta Pemilu. Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan secara 

tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif 

di Kabupaten/kota, Panwaslu legislatif di kecamatan, Pengawas Pemilu 

Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat: 

1) nama dan alamat pelapor;  

2)  pihak terlapor;  

3)  waktu dan tempat kejadian perkara; dan  

4) uraian kejadian. Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan 

paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Bawaslu, 

Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota, 
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Panwaslu legislatif di kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan 

Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran 

yang diterima. 

   Penjelasan pasal diatas menjelaskan dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya tersebut pengawas pemilu mempunyai keharusan untuk 

melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum 

di Indonesia. Sehingga dalam meneruskan temuan dan laporan pemilu agar 

berjalan dengan cepat dan baik juga dibantu oleh lembaga penegak hukum di 

Indonesia. Mekanisme pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu dapat 

meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus pemilu yang 

dikaji. Hal ini disebutkan bahwa: “Guna menunjang pelaksanaan pengawasan 

pemilihan umum, penyelenggara pemilu dan pihak terkait harus memberikan 

kemudahan kepada pengawas pemilu untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan” 

  Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu. ditegaskan bahwa 

penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Umum (KPU), sedangkan pada 

pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Pangawas pemilihan umum. Panwaslu 

Kabupaten/Kota juga berwenang melakukan pengawasan dalam proses 

verifikasi partai politik calon peserta Pemilu legislatif. Sehingga temuan-temuan 

yang Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menjadi masukan dan pertimbangan 

KPU atau instansi terkait lainnya dalam hal verifikasi tersebut. 
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  Panwaslu Kabupaten/Kota, memiliki peran penting dalam pengawasan 

mulai dari pelaksanaan pemutakhiran data sampai dengan rekapitulasi daftar 

pemilih tetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. temuan Panwaslu 

Kabupaten/Kota wajib ditindaklanjuti oleh Umum (KPU). Dalam konteks inilah 

peran pengawas pemilu sangat penting. Secara khusus, Panwaslu juga 

mendapatkan tugas dan wewenang baru, yakni ”mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.” Tugas dan wewenang ini berarti Panwaslu 

harus bekerja jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai, selain tetap bekerja 

mengawasi sosialisasi yang dilakukan setelah tahapan akhir pemilu selesai. 

Untuk menjaga kemungkinan lain, Panwaslu untuk, ”melaksanakan tugas dan 

wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang menarik, tugas dan 

wewenang “mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah 

kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-

undangan,” tidak dimasukkan sebagai bagian dari pengawasan dalam tahapan, 

namun dibentuk rumusan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-

undang menekankan betapa pentingnya tahapan penetapan daerah pemilihan 

dan alokasi kursinya, sehingga pengawas pemilu harus memberikan perhatian 

khusus. 

  Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengawas pemilu 

berkewajiban bersikap tidak dikriminatif, menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan hasil 
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pengawasan setiap tahapan (Bawaslu kepada Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU); Panwaslu Provinsi kepada 

Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi; Panwaslu 

Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; Panwaslu Lapangan kepada 

Panwaslu Kecamatan; dan Panwaslu Luar Negeri kepada Panwaslu). Dan yang 

tidak boleh dilupakan adalah kewajiban pengawas pemilu di semua tingkatan 

untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada pengawas pemilu di atasnya 

berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Komisi 

Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau 

petugas pemilu yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan 

pemilu di wilayah kerjanya masing-masing.


